
 

13 

 

BAB II 

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI TURKI-SURIAH 

Bab ini menggambarkan tentang dinamika politik luar 
negeri Turki-Suriah, hubungan bilateral Turki-Suriah, sejarah 
konflik Suriah yang dimulai dengan Arab Spring, terjadinya 
pembantaian di Idlib Suriah, keterlibatan Turki dalam konflik 
di Suriah, dampak konflik terhadap Suriah dan dampak konflik 
terhadap perekonomian Turki. 

A. Dinamika Politik Luar Negeri Turki 

Republik Turki (bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti) 
disebut Türkiye (bahasa Turki: Türkiye) dan beribu kota di 
Ankara, negara ini berada di kawasan timur tengah dan berada 
di ujung timur laut dari laut Mediterania di Eropa Tenggara 
dan Asia Barat Daya. Di sebelah utara adalah Laut Hitam dan 
di barat adalah Aegea. Di sebelah barat Turki berbatasan 
dengan negara Yunani dan Bulgaria  dan di bagian utara Turki 
berbatasan dengan Rusia, Ukraina dan Rumania. Lalu di 
sebelah timur berbatasan dengan Geogia, Iran, Armenia dan 
Azerbaijan, di selatan berbatasan dengan Suriah dan Irak 
(Binnaz, 1999). 

Turki merupakan salah satu negara yang berada di dua 
benua yaitu benua Asia dan benua Eropa, laut Marmara yang 
merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas 
wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai 
negara transkontinental.Turki merupakan sebuah negara yang 
berbentuk republik konstitusional yang demokratis, sekuler, 
dan bersatu. Negara Turki juga merupakan suatu negara 
tempat bersejarah dalam perkembangan agama Islam, sistem 
pemerintahan negara Turki pada awal abad ke 19 merupakan 
kesultanan, yang berada dibawah kekuasaan Sultan Hamid II 
(Spirits, 2017). 
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Pada masa kekuasaan Sultan Hamid II terdapat 
kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan 
rakyat sehingga menyebabkan timbulnya pergolokan politik, 
ekonomi, sosial dan budaya. Itu juga menjadi penyebab dari 
banyaknya pengaruh-pengaruh dari negara barat yang 
mempengaruhi pemikiran-pemikiran Sultan Hamid II.Sistem 
pemerintahan yang dijalani oleh Sultan Hamid II bersifat 
otoriter, ia menolak konstitusi, kerena dianggap konstitusi 
merupakan sistem dimana rakyat dapat melakukan 
pengawasan baginya melalui dewan perwakilan yang akhirnya 
memunculkan kelompok-kelompok yang membuat 
perlawanan terhadap Sultan Hamid II untuk menjatukankan 
pemerintahannya (Harb, 2018). 

Turki memasuki era modern tidak lepas dari tokoh 
yang bernama Mustafa Kemal Ataturk, ia menjadi presiden 
pertama negara Turki dan dianggap sebagai tokoh yang 
menanamkan paham sekularisme di negara Turki. menurut 
paham sekularisme, kekuasaan negara yang di desain dapat 
mengontrol agama, tidak hanya memasukkan agama ke dalam 
ranah pribadi dan menyingkirkan agama dari ranah publik. 
Turki era modern ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran-
pemikiran barat. Ataturk membentuk negara Turki modern 
sebagai sebuah negara demokrasi dan politiknya lebih 
mengarah pada kekuasaan tunggal  (Galih). 

Setelah presiden Mustafa Kemal Ataturk jatuh dan di 
 

dan beberapa presiden sampai presiden ke 12 yaitu Recep 
Tayyip Erdogan, pada masa kekuasaan presiden Turki ke 10 
yang bernama presiden Ahmet Necdet Sezer terbentuklah 
sebuah partai yang bernama AKP (partai keadilan dan 
pembanguna) dan diketuai oleh Recep Tayyip Erdogan. Partai 
AKP tersebut terbilang sukses dalam reformasi dan 
pertumbuhan ekonomi (Ali, 1994). 
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Keberhasilan partai AKP juga terjadi pada tahun 2004, 
Turki membuat permohonan untuk bergabung menjadi 
anggota Uni Eropa, permohonan ini bukanlah suatu 
permohonan yang baru bagi Turki dikarenakan sudah 40 tahun 
turki mengajukan  permohonan tersebut dibawah kekuasaan 
beberapa presiden sebelumnya, namun pada era partai AKP ini 
Turki telah diakui sebagai calon anggota Uni Eropa pada tahun 
2005 namun karena permasalahan pelanggaran HAM oleh 
Turki maka pada tahun 2017 Uni Eropa berhenti setelah 
Parlemen Eropa mengakhiri negoiasasi keanggotaan Turki 
(Saju, 2017). 

pada zaman modern ini pada awal tahun 2000-an 
Turki menjadi negara era Erdogan, dimana pada tahun 2002 
Recep Tayyip Erdogan menjadi pemimpin de-facto pada tahun 
2002 dengan kemenangan mutlak Partai Keadilan dan 
Pembangunan (AKP atau Partai AK) dalam pemilihan umum, 
dan perdana menteri tahun berikutnya. Pada 10 agustus tahun 
2014, Erdogan memenangi pemilihan presiden pada 28 
agustus 2014 ia resmi dilantik sebagai presiden Turki ke-12 
dan ini mengantarkan Turki pada era baru (Michiko, 2018). 

Dan pada Juli tahun 2018 Erdogan kembali dilantik 
lagi sebagai presiden Turki, Erdogan mendapat suara 
mayoritas dari kalangan Muslim konservatif  dan Turki telah 
memasuki era baru pada abad ini. Erdogan melepas batasan-
batasan agama dengan politik di negara sekuler Turki, 
mengontrol program besar pembangunan infrastruktur yang 
disebut proyek gila, serta menerapkan kebijakan luar negeri 
yang lebih tegas. Erdogan juga mengangkat tingkat 
kemakmuran baru di sektor ekonomi serta menghormati 
kebijakan di dunia internasional dan saat ini negara Turki telah 
menganut sistem multipartai (Suastha, 2018).  

Sampai tahun 2018 Erdogan telah menjabat selama 15 
tahun sebagai Presiden Turki dan Perdana Menteri. Sebelum 
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tahun 2018 presiden hanyalah sebagai jabatan seremonial 
namun pada tahun 2017 Turki memiliki konstitusi baru yang 
di dukung oleh masyarakat Turki dengan memberikan 
beberapa wewenang kepada presiden seperti presiden dapat 
menunjuk langsung wakilnya dan menteri, dapat mencampuri 
urusan hukum, dan menghapus jabatan perdana menteri (Uras, 
2018). 

Kebijakan luar negeri Turki dibawah kekuasaan 
Erdogan terlihat lebih fokus kepada kawasan Timur Tengah. 
kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah selama beberapa 
dekade mengalami evolusi yang cukup besar dan Turki telah 
menghadapi beberapa tantangan terhadap stabilitas 
internalnya. Namun perjuangan geopolitik yang didorong oleh 
konflik Suriah telah membuat Turki terlihat sebagai aktor 
utama tetapi tidak dominan  

Berikut adalah kebijakan luar negeri yang di berikan 
pemerintah Turki terhadap pengungsi yang berasal dari Suriah. 

 

1. Pembangunan Pengungsian. 

Pemerintah Turki telah membangun 22 
pengungsian dan salah satunya yang berada di Kilis 
telah menerima penghargaan. Pengungsi ini berada di 
Hatay, Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaras, 
Adiyaman dan Osmaniye. Di dalam wilayah 
pengungsian terdapat kebutuhan dasar tempat tinggal, 
fasilitas dapur dan fasilitas kesehatan. Melalui 
UNHCR (United Nation High Comission Refugee) 
dan WHO (World Health Organization) Turki selalu 
berusaha memenuhi kebutuhan pengungsi (Haeruddin, 
2017). 
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2. Pemberian status legal bagi para pengungsi.  

Pengungsi yang datang pertama kali ke Turki 
telah dibekali status pengungsi, sekalipun hanya untuk 
sementara. Berdasarkan Konvensi 1951, mencegah 
pengungsi dari Timur Tengah mendapatkan wilayah 
legal di Turki, namun pada tahun 2013, pengungsi dari 
Timur Tengah ini dapat memperoleh perlindungan 
dari negara bersangkutan. Berdasarkan hukum 
tersebut, pengungsi Timur Tengah seperti Suriah dapat 
memperoleh tempat tinggal sementara dimanapun 
(Haeruddin, 2017). 

 
3. Persiapan rencana jangka panjang. 

Gelombang pengungsi ini diperkirakan akan 
terus bertambah dan kecil kemungkinan untuk 
kembali, Pemerintah Turki telah memikirkan rencana 
jangka panjang jika pengungsi ini memilih untuk tetap 
tinggal. Pemerintah Turki dalam hal ini membantu 
memberikan tempat tinggal, pekerjaan, dan tentunya 
pendidikan agar keberadaan mereka bisa bermanfaat 
bagi Turki. Seiring lamanya waktu pengungsian, 
mereka yang ilegal mengungsi terkadang bekerja di 
perusahaan-perusahaan kecil seperti toko pakaian, 
restauran, konstruksi, maupun perusahaan tekstil. Bagi 
yang tertangkap, maka langsung dikembalikan ke area 
pengungsi. berawal dari peristiwa tersebut, pemerintah 
mulai mencari jalan keluar agar pengungsi-pengungsi 
tersebut bisa bekerja legal di Turki hingga pemerintah 
Turki mengizinkan para pengungsi untuk bekerja di 
Turki (Haeruddin, 2017). 
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Gambar 2.1 Peta Negara Turki 

 
Source: galeri.uludagsozluk.com 

B. Dinamika Politik Luar Negeri Suriah 

Republik Arab Suriah merupakan sebuah negara di 
kawasan Timur Tengah yang berada di kawasan Asia Barat 
dan Suriah ber ibukota di Damaskus. Negara ini berbatasan 
dengan Turki disebelah utara, dengan Yordania di sebelah 
selatan dan dengan Irak disebelah timurnya. Sedangkan 
disebelah barat Suriah adalah Laut Tengah. Suriah menganut 
sistem pemerintahan Republik Presidensil, Namun Republik 
Presidensil Suriah ini memiliki jabatan Perdana Menteri 
sebagai kepala pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh 
Presiden. Suriah merupakan pusat peradaban tertua di dunia 
(KEMLU). 

Selama beberapa tahun PBB meletakkan Suriah di 
bawah mandat Prancis namun pada tahun 1940 Perancis 
mengalami keterpurukan dan itu membuat kelompok nasinalis 
Suriah mendesak Perancis untuk menarik keluar pasukannya 
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pada tahun 1946. Suriah merdeka pada 17 april tahun 1946 
namun pada tahun 1960an terjadi pergolakan politik dimana 
Suriah dan Mesir membentuk Republik persatuan Arab dan 
hal tersebut tidak berhasil sehingga munculnya kudeta militer 
pada 28 september 1961 dan Suriah pun akhirnya memutuskan 
untuk memisahkan diri. Pada 13 november 1970 terjadi lagi 
kudeta militer dimana menteri pertahanan Suriah yang 
bernama Hafiz al-Asad menjadi perdana menteri dan ia 
berkuasa selama 30 tahun (Widodo, 2015). 

Pada masa tersebut terjadilah perubahan konstitusi di 
Suriah, parlemen mengeluarkan aturan usia minimum bagi 
Presiden yaitu berusia 40 sampai 43 tahun. Putra dari Hafiz al-
Asad yang bernama Bashar al-Asad terpilih menjadi presiden, 
ia resmi di lantik pada pada 17 juli 2000. kekuasaan presiden 
juga masih cukup besar. Presiden masih menunjuk perdana 
menteri, anggota kabinet dan dalam kondisi tertentu bisa 
menggunakan veto terhadap parlemen (BBC INDONESIA, 
2012). 

Transformasi Suriah telah dipengaruhi oleh temuan 
identitas agama gerakan kelompok Salafi, identitas kelompok 
yang ideologinya berakar pada pemikiran tentang Ahmad Ibn 
Hanbal, Ibnu Taimiyah, Mawdudi, Mohammed Abdel Wahab 
dan Sayyid Qutb. Memahami fakta keamanan Suriah tidak 
mungkin terlepas dari itu indeks identitas ISIS. Kata dan 
konsep ISIS pertama kali diusulkan ketika ditelusuri 
penyebaran krisis Suriah ke Irak, mendapat perhatian para 
jurnalis dan analis dari isu strategis (Seyed Ali Asghar 
Kazemi, 2017). 

Dominasi Isis di beberapa bagian Suriah dan Irak 
menjadi konsekuensi regional yang penting, termasuk 
perpanjangan kompetisi dan perbedaan di antara aktor-aktor 
regional, kemungkinan mengacaukan perbatasan negara jika 
terjadi partisi dan hilangnya integritas teritorial Irak dan 
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Suriah, penyebaran ekstremisme dan terorisme di kawasan dan 
peningkatan ketegangan etnis dan agama, kemungkinan 
perang regional dengan kompetisi intensif atas Irak dan 
ancaman keamanan dan stabilitas di Timur Tengah dan 
perubahan persamaan dalam krisis regional seperti Krisis 
Suriah (Seyed Ali Asghar Kazemi, 2017). 

Kelompok identitas Takfiri memainkan peran sebagai 
kekuatan utama yang mengganggu keseimbangan dalam krisis 
Suriah. Kesenjangan etnis dan agama di Suriah jauh lebih aktif 
dan lebih serius daripada celah yang muncul dari oposisi tirani 
dan kebebasan. Berdasarkan pemahaman umum, kerusuhan 
anti-pemerintah Suriah sebagian besar diarahkan dan didukung 
oleh mayoritas Sunni di negara ini, terutama Muslim dan 
agama-agama lain memiliki peran yang lebih kecil dalam 
pemberontakan-pemberontakan ini (Seyed Ali Asghar 
Kazemi, 2017). 

 Di sisi lain, intervensi dari kekuatan-kekuatan besar 
telah membawa dasar-dasar yang diperlukan untuk 
menciptakan "Pemerintahan yang tidak stabil" dan "rezim 
rapuh" di Timur Tengah. Ini menyebabkan latar belakang 
untuk munculnya dan penyebaran radikalisme politik (Seyed 
Ali Asghar Kazemi, 2017). 

Presiden Bashar Al Assad telah memerintah selama 15 
tahun dan salah satu keberhasilan pemerintahannya ialah 
berhasil mengangkat Human Development Index (HDI) di 
Suriah dan berada di posisi 111. HDI adalah suatu penilaian 
atas keberhasilan sebuah negara yang berpatokan pada 
beberapa variabel seperti angka harapan hidup, tingkat 
pendidikan dan sebagainya (Sulaeman, 2013). 

Kebijakan luar negeri Suriah dibawah pemerintahan 
Bashar Al Assad mengalami beberapa pembaruan dari 
pemerintahan sebelumnya, di era Assad pada tahun 2008 
Suriah membuka hubungan diplomatik dengan negara 
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Lebanon, lalu upaya damai yang dilakukan Assad untuk 
mengakhiri konflik dengan Israel dalam memperebutkan 
wilayah Golan agar tidak bertambah korban akibat dari konflik 
tersebut. 

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden 
Bashar Al Assad pada bidang ekonomi yaitu reformasi 
ekonomi atau yang disebut dengan pasar ekonomi sosial yang 
bertujuan untuk memberikan efek pada pembangunan di kota-
kota besar di Suriah, lalu pada tahun 2001 Assad juga 
memperkenalkan tingkat kuasi non-transaksi komersial dan 
mereformasika kebijakan ekonomi dengan mengizinkan 
partisipasi lokal dan investor asing (Muhammad, 2016). 

Politik luar negeri Suriah dibawah pemerintahan 
Bashar al Assad terbilang tidak jelas, State behaviour dibawah 
Bashar al Assad terbentuk oleh ancaman luar terhadap 
keamanan Suriah, khususnya hegemoni Amerika Serikat di 
Timur Tengah setelah runtuhnya Baghdad pada tahun 2003 
dan ancaman Israel secara terus-menerus. Persekutuan Suriah 
yaitu dengan Turki, Yordania, Mesir dan Irak setelah tahun 
2000, seiring dengan pembukaan ke Eropa sampai tahun 2005 
dijalankan untuk keseimbangan melawan strategi ancaman-
ancaman.  

Dengan cara yang sama, pencarian rezim Suriah untuk 
membuat variasi hubungan internasionalnya mewakili 
percobaan untuk mobilisasi dari usaha pengaruh koalisi non-
western oleh Washington dan Paris untuk mengisolasi Suriah 
setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq 
Hariri pada tahun 2005 (Sallouk, 2009). 
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Gambar 2.2 Peta Negara Suriah 

 

Source: BBC.com 

 
C. Hubungan Bilateral Turki-Suriah 

Jika dilihat dari letak geografis kedua negara Turki-
Suriah saling berdekatan dan Turki berbatasan dengan Suriah. 
dilihat dari sejarahnya, Suriah merupakan negara bekas 
kerjaan Ottoman yang merupakan sebuah kerajaan Islam Turki 
terbesar di dunia. Pada awal tahun 2004, presiden Suriah 
Bashar al-Assad mengunjungi Turki dan melakukan 
pertemuan dengan perdana menteri Turki pada saat itu Recep 
Tayyip Erdogan, pada pertemuan tersebut kedua negara mulai 
membangun hubungan baik dari segi ekonomi, militer dan 
sebagainya (Tur, 2006). 

Kerjasama bidang militer pada 27 April, Turki dan 
Suriah meluncurkan latihan militer gabungan pertama mereka. 
Latihan darat selama tiga hari antara pasukan perbatasan yang 
melibatkan pertukaran unit untuk meningkatkan pelatihan 
bersama dan meningkatkan operabilitas dan diharapkan akan 
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diikuti oleh latihan serupa di masa depan. Pada hari yang 
sama, kedua negara juga menandatangani perjanjian kerjasama 
militer teknis untuk memperdalam kolaborasi antara industri 
pertahanan mereka (Saab, 2009). 

Hubungan bilateral kedua negara ini bisa dikatakan 
pasang surut, hubungan kedua negara ini pada tahun 1990 an 
bisa di bilang sangatlah buruk. Berbeda dengan hubungan 
kedua negara pada tahun 2000 an. Pada tahun 2000 an kedua 
negara sedang gencar-gencarnya membangun hubungan yang 
baik dan memperluas hubungan di bidang ekonomi juga. 
Namun sejak pecahnya konflik dan perang saudara di Suriah, 
hubungan kedua negara sudah mulai memburuk. 

Pemberontakan yang terjadi di Suriah pada bulan 
maret 2011 telah mengganggu hubungan persahabatan kedua 
negara tersebut. peralihan hubungan baik Turki dengan Suriah 
ketika saling ketergantungan saling menguntungkan, 
pertumbuhan perdagangan dan perluasan kerja sama secara tak 
terduga runtuh di bawah tekanan Pemberontakan Suriah. Turki 
bereaksi terhadap para protestor oleh rezim Suriah 
(Hinnebusc, 2015). 

Krisis hubungan Turki dan Suriah sampai saat ini 

diinginkan oleh Damaskus dan Ankara. Turki ingin agar rezim 
Bashar al-Assad dibubarkan lewat rezim yang disetujui oleh 
oposisi, dimana rezim itu memiliki pengaruh lebih besar 
namun mereka tidak ingin pihak militer yang melakukannya 
namun Turki mengijikan pemasokan senjata bagi kelompok 
oposisi di Suriah melalui perbatasan Turki. menurut pakar 
politik Volker Perthes, Assad juga tidak memiliki minat untuk 
berperang dengan Turki. Itu akan berarti mempercepat 
keruntuhan rezimnya (Allmeling, 2012). 

Pada tahun 2017, kedua negara ini saling menuduh 
sebagai teroris. Dalam konferensi pers di Tunis, Presiden 



24 

 
 

Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh presiden Assad sebagai 
teroris yang memerintah negara teroris dan bagaimana 
mungkin menjalin hubungan dengan presiden Suriah yang 
telah membunuh warganya sendiri hampir satu juta jiwa. 
Disisi lain, kementerian luar negeri Suriah menyebut Turki lah 
yang bertanggung jawab  atas pertumpahan darah yang terjadi 
di Suriah dan menuduh Turki telah memberikan dukungannya 
terhadap semua kelompok teroris (Perdana, 2017). 

 
D. Sejarah Konflik Suriah 

Sebelum terjadinya konflik dan protes keras terhadap 
rezim Suriah, banyak dari warga Suriah yang mengeluh karena 
tingginya angka pengangguran, korupsi di kalangan pegawai 
negeri dan tak adanya kebebasan politik dan konflik ini 
bermula ketika para pelajar di Suriah menempelkan poster dan 
slogan-slogan yang berisi tentang anti pemerintah yang 
menginginkan rezim yang sedang berkuasa untuk turun  (BBC, 
2018). 

Faktor lain yang menjadi pemicu dari konflik Suriah 

Alawiyah dalam perpolitikan Suriah dimana terdapat banyak 

terhadap mazhab Islam Sunni dan pihak yang menentang 
rezim Asaad merupakan pihak dari warga yang bermazhab 
Islam Sunni dan yang mendukung pihak Asaad adalah Iran 

para penentang rezim Assad adalah Turki, Saudi Arabia, 
Qatar, Al-Qaeda dan Jabhat Al-Nusro yang bermazhab Sunni 
(Kartaatmaja, 2016). 

Konflik Suriah bisa dikatakan sebagai konflik politik 
bersenjata internal yang berkelanjutan di Suriah. Konflik 
dimulai pada 15 Maret 2011 oleh demonstrasi damai, dalam 
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kerangka yang disebut Arab Spring. Konflik berkembang 
menjadi pemberontakan sebagian besar penduduk dan pada 
tahun 2012 meluas menjadi perang saudara. Demonstrasi 
besar-besaran terjadi di ibukota Suriah yaitu Damaskus pada 
maret 2011 dan pemerintah Suriah juga telah mengumumkan 
pengunduran diri dari kabinet, hal ini jelas dilakukan karena 
tuntutan reformasi oleh para demonstran dan menurut presiden 
Asaad demonstrasi tersebut terjadi karena adanya pihak 
konspirasi asing. 

Meletusnya  Arab Spring  juga menjadi salah satu 
penyebab terjadinya konflik di Suriah, pengertian  Arab Spring 
juga disebut juga sebagai kebangkitan dunia arab atau musim 
semi arab yaitu gelombang revolusi unjuk rasa protes yang 
terjadi di dunia Arab dan telah terjadi revolusi di beberapa 
negara di Arab seperti di Libya, Mesir, Tunisia, Bahrain, 
Suriah dan Yaman. Lalu protes besar juga terjadi di Yordania, 
Aljazair, Irak, dan di beberapa negara lainnya di Arab. 
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Gambar 2.3 negara yang mengalami Arab Spring 

Sources: ResearchGate 

Awal mula peristiwa Arab Spring  ini bermula di 
Tunisia pada desember 2010 ketika seorang pria bernama  
Mohamed Bouazizi melakukan aksi protes nya dengan cara 
membakar diri yang terjadi pada desember 2010, alasan ia 
membakar dirinya ialah wujud dari protes ia terhadap korupsi 
polisi dan perawatan kesehatan yang ada di negaranya. Akibat 
dari protes yang terjadi di negara Tunisia ini telah membuat 
negara-negara di Arab lainnya untuk melakukan aksi protes 
juga. 

Pada Juli 2011, dua presiden dari presiden Tunisia 
yang bernama Zine El Abidine Ben Ali dan presiden dari 
Mesir yang bernama Hosni Mubarak telah mengundurkan diri 
dari jabatan kepresidenan nya Dan hal ini tentu menjadi 
pemicu juga terjadinya konflik di Suriah dengan tujuan yang 
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sama yaitu untuk meruntuhkan rezim yang berkuasa 
(Hermawan, 2016).  

Konflik yang terjadi semakin rumit dan berangsur 
lama ini juga di akibatkan karena adanya kekuatan eksternal 
dan banyak terlibatnya aktor asing. Kekuatan eksternal 
mendorong sektarianisme dalam kondisi negara yang 
sebelumnya terkenal sekuler, yang melibatkan mayoritas 

Alawi) yang dianut presiden. Rusia yang ikut mengintervensi 
konflik tersebut dianggap menguntungkan pihak rezim Asaad, 
Rusia menyokong presiden Asaad demi mempertahankan 
kepentingannya di Suriah lalu Turki sebagai pihak yang 
menyokong kelompok pemberontak rezim Asaad sedangkan 
hadirnya Arab Saudi sebagai aktor luar dalam konflik tersebut 
yaitu untuk melawan pengaruh Iran (Politik, 2018). 

Pihak oposisi terutama terdiri dari pemberontak anti-
pemerintah (termasuk Kurdi) yang bertujuan untuk 
menggulingkan pemerintah. Aliansi anti-rezim terbesar, 'The 
Army of Conquest', mengklasifikasikan faksi-faksi Islami 
seperti Ahrar al-Sham dan Faylaq Al-sham dengan jihadis 
seperti Front Fateh al-Sham, sebelumnya dikenal sebagai Al 
Nusra Front (afiliasi Al-Qaeda). Awalnya, kelompok utama 
bertempur melawan rezim adalah Tentara Suriah (FSA) tetapi 
sekarang telah melemah dan hancur. Ini dibentuk oleh perwira 
Angkatan Bersenjata Suriah yang cacat. Namun, itu telah 
mengurangi kekuatannya karena perselisihan itu. Barat 
mendukung kekuatan oposisi yang diyakininya 'Moderat', 
yang tidak termasuk Al-Nusra (Khan, 2018). 

 Negara-negara ini, termasuk Amerika Serikat, Inggris 
dan Prancis, mendukung oposisi untuk menggulingkan rezim. 
Barat secara terbuka menyerukan Assad untuk mundur dan 
menyerukan demokratisasi Suriah Di sisi lain, oposisi juga 
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didukung secara terselubung oleh Turki, Saudi Arabia dan 
Qatar (Khan, 2018). 

Dasar pemikiran untuk mendukung oposisi dalam 
adalah argumennya 'demokratis' sementara motivasi untuk 
Arab Saudi dan Qatar adalah alasan 'sektarian'. Kedua negara 
ini menginginkan penghapusan 'Alawite (Syiah) Rezim 'dan 
penggantinya oleh' Sunni Opposition '. Negara-negara ini juga 
mendukung IS. Namun, banyak kelompok oposisi berbeda 
dalam visi mereka negara. Sebagai contoh, The Fateh Al-
Sham bertujuan untuk menciptakan emirat Islam di Suriah. 
Kelompok-kelompok lain yang menjadi milik oposisi, tetapi 
dengan tujuan yang berbeda, adalah 'Kurdi Suriah'. Suku 
Kurdi adalah kelompok etnis yang dibagi menjadi tiga negara 
selama demarkasi batas-batas kolonial. Mereka hidup terutama 
di sepanjang perbatasan Suriah (Shanahan, 2018). 

 

Bagian dari konflik ini  yang memprihatinkan adalah 
penggunaan senjata kimia, yang merupakan pelanggaran 
mencolok dari konvensi internasional tentang pelarangan 
senjata kimia. Tidak sepenuhnya jelas asal-usul senjata yang 
dilarang ini, atau yang mendorong larangan ini. Situasinya 
sangat membingungkan dan pihak-pihak yang terlibat dalam 
konflik saling menyalahkan dan penggunaan senjata kimia ini 
di khawatirkan akan menjadi yang terbesar di abad ini 
(Patocka, 2016). 

Terjadinya konflik di Suriah telah melibatkan banyak 
aktor. Suriah adalah bagian dari aliansi yang didukung oleh 
Rusia, Iran, dan China. Aliansi antara Iran dan Suriah tidak 
hanya digeledah atas kepentingan bersama atau agama 
maupun nilai-nilai, tetapi juga harus dicari dalam kesatuan dan 
kerjasama taktis dan strategis. Kepentingan Suriah dalam 
kebijakan luar negeri dapat dinyatakan sebagai alignment 
dengan kebijakan anti-Amerika, terutama anti-Israel. Suriah 
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satu sekutu regional strategis Iran yang penting, geopolitik 
khusus Suriah di Timur Tengah, mendukung perlawanan dan 
kelompok militan Palestina dan Lebanon, kekuatan yang 
mendukung transformasi Lebanon dan Lebanon Hezbollah 
(Seyed Ali Asghar Kazemi, 2017). 

Iran telah terlibat dalam operasi militer, militan dan 
warga sipil di Suriah. Bahkan, krisis Suriah saat ini adalah 
tantangan terbesar yang dihadapi 35 tahun, koalisi Iran dan 
Suriah karena dalam hal ini, bukan hanya posisi dan pengaruh, 
Iran akan dibatasi oleh hilangnya sekutu Arabnya yang paling 
penting, tetapi juga kemampuan Iran untuk memberikan 
dukungan bagi Hizbullah dan mempengaruhi situasi di 
Lebanon dan tematik wilayah Arab dan Israel akan sangat 
terbatas. Di sisi lain, persatuan perusahaan Iran dan Suriah 
tidak hanya dihasilkan dari ancaman Saddam Hussein dan 
perang melawan Iran pada 1980-an, tetapi juga muncul dari 
kebencian (Seyed Ali Asghar Kazemi, 2017). 

Di sisi lain, karena kebijakan regional dan non-
regional Iran telah sejalan dengan dukungan dari gerakan 
Palestina seperti Hamas dan jihad berkonflik dengan kebijakan 
Amerika dan Israel dan juga mendukung Hizbullah Lebanon 
melalui Suriah sangat penting bagi Iran, kemudian 
transformasi Suriah secara langsung mempengaruhi 
kepentingan Republik Islam Iran (Seyed Ali Asghar Kazemi, 
2017). 

Peran Arab tidak terbatas pada bantuan militer dan 
keuangan, untuk  Politik penentang Presiden Bashar al-Assad. 
Juga, negara ini fokus pada penguatan dan meningkatkan 
kemampuan dan memperbaiki situasi lawan politik Presiden 
Bashar Al-Assad terutama koalisi nasional untuk Revolusioner 
Suriah dan Pasukan oposisi. Meskipun anggaran dan alokasi 
keuangan Arab dialokasikan secara eksklusif untuk Koalisi 
Nasional dan Tentara Suriah, tetapi di fakta pendanaan Arab 
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yang dialokasikan khususnya ke negara-negara Barat Persia 
Teluk dan secara umum untuk semua kelompok oposisi utama 
dari Suriah (Seyed Ali Asghar Kazemi, 2017). 

Untuk Arab Saudi, mendirikan pemerintahan Saudi 
yang dijalankan oleh Muslim persaudaraan di Suriah jauh 
lebih dapat diterima daripada pemerintah saat ini Alawit 
Syiah. Secara khusus, mengingat kebijakan luar negeri Qatar 
selalu berusaha terus bermain antara Iran dan Saudi untuk 
meningkatkan pengaruh kebijakan luar negeri (Seyed Ali 
Asghar Kazemi, 2017). 

Qatar, seperti negara tetangganya, Bahrain, khawatir 
akan dominasi Iran untuk menyerang Syiah krisis. Tentu saja, 
Qatar menghadapi bahaya yang lebih besar dari Iran dengan 
mendukung Suriah lawan. Qatar telah menyimpulkan bahwa 
dengan mendekati Saudi dapat menyelamatkan negara mereka 
terhadap gelombang perubahan di region orang-orang Saudi 
berpikir bahwa pengaruh Iran di Irak, Suriah dan Hizbullah 
Lebanon yang telah menciptakan bulan sabit Syiah, telah 
mengubah keseimbangan kekuasaan di Tengah Timur sangat 
mendukung Iran (Seyed Ali Asghar Kazemi, 2017). 

Israel juga ikut serta dalam konflik di Suriah, Israel 
mengikuti empat agenda untuk mencapai tujuannya. Agenda 
Pertama Israel akan memperkuat wilayah amannya sendiri di 
kawasan itu. Mengikuti agenda seperti itu memberikan 
keuntungan regional relatif untuk meningkatkan keamanan. 
Agenda kedua aktor daerah yang berorientasi pada koalisi 
adalah fokus pada krisis di wilayah tersebut. Ketiga agenda 
aktor regional koalisi yang berorientasi untuk 
mengembangkan krisis keamanan di Suriah dan radikalisasi 
transformasi adalah untuk mencegah hegemoni Iran di wilayah 
tersebut. Dan karena Iran berusaha memperluas dominasinya 
dalam perlawanan, koalisi berorientasi aktor regional mencoba 
menggunakan beberapa strategi untuk membatasi kekuasaan 
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Iran. Agenda keempat aktor regional yang berorientasi pada 
Koalisi adalah "mengalihkan tanggung jawab" kepada pemain 
lain (Winda, 2017). 

Di satu sisi, ketidakstabilan di Suriah memiliki 
dimensi sektarian yang terutama fitur Islam-Sunni. Dalam 
proses seperti itu, ada tanda-tanda bermain peran aktor 
internal, regional dan internasional dapat dilihat dalam struktur 
politik Syria. Bahkan, salah satu fitur ketidakstabilan lainnya 
di Suriah adalah bahwa ia memperkenalkannya aktor regional 
dan kekuatan internasional sebagai penyelamat. Sehubungan 
dengan krisis di Suriah ada tiga striktur penting yang tertarik 
oleh Amerika Serikat termasuk membatasi ketidakstabilan 
regional (seperti Iran) dan kontrol senjata kimia dan biologi, 
meski ada kebijakan politik Amerika negara dalam kaitannya 
dengan situasi saat ini di Suriah, negara akan menyaksikan 
kekerasan dan ketidakstabilan regional di masa depan. Jadi, 
kepentingan Amerika Serikat adalah untuk membatasi jumlah 
korban sipil di Suriah. Mencegah perkembangan teroris di 
dalam Suriah. Membatasi pengaruh Iran. Pengurangan bahan 
kimia dan senjata biologis dan untuk membatasi penyebaran 
ketidakstabilan di wilayah tersebut. Negara harus membantu 
dan melatih para pemberontak, tetapi pada saat yang sama 
harus ada konteks untuk tumbuh jihadis yang terkait dengan 
para pemberontak dengan merampas mereka dari senjata. 
Dalam hal ini, Amerika Serikat juga telah melakukan upaya 
ekstensif untuk membimbing dan menyetujui resolusi anti-
Suriah di Dewan Keamanan, lima resolusi dari Dewan 
Keamanan sehubungan dengan krisis Suriah dapat dilihat, 
salah satu yang paling banyak penting yang telah Resolusi 
2118 tanggal 27 September 2013 dalam kaitannya untuk 
penggunaan senjata kimia di Suriah (Winda, 2017). 

Diplomasi John Kerry dan Lavrov dilakukan pada 
bulan Agustus dan September 2016 di Jenewa telah 
difokuskan pada mekanisme gencatan senjata manajemen 
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krisis. Meskipun hasil gencatan senjata di bidang reproduksi 
kekuasaan, tetapi kontradiksi yang diciptakan memiliki sifat 
yang identik, ideologis dan strategis. Sehingga memungkinkan 
proses reproduksi ke arah stabilitas politik tidak bisa dicapai 
melalui diplomasi. Krusial manajemen krisis Suriah mendikte 
hal itu menghadapi pola Daesh harus diikuti dalam ruang 
nyata oleh kekuatan-kekuatan besar. Mengaktifkan semua 
grup identitas menciptakan masalah baru dalam proses transfer 
kekuasaan (Winda, 2017). 

Karena beberapa alasan, Rusia terus mendukung 
Presiden Bashar Assad untuk memelihara hubungan bilateral, 
mempertahankan pangkalan militer di Mediterania,persamaan 
internasional. Jadi, selain mendukung Rusia dalam bentuk 
terhadap veto Suriah dalam resolusi Dewan Keamanan Bashar 
al-Assad yang negara meskipun ada tekanan internasional, 
melanjutkan dan memperpanjang bantuan militer. Padahal, 
dalam masalah Suriah, Amerika Serikat dan Rusia masih 
belum mampu mencapai konsensus untuk mendeteksi 
kelompok teroris dan ini mengakibatkan penurunan tingkat 
kerja sama antara kedua pemerintah China, bersama dengan 
Rusia memveto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa resolusi terhadap Suriah. Tampaknya beberapa 
pertimbangan dikaitkan dengan motivasi dan tujuan kebijakan 
luar negeri Cina di Timur Tengah meliputi, konfrontasi dengan 
kebijakan unilateralisme Amerika Serikat, negara dengan 
kebijakan unilateralisme serius serius untuk menangani sistem 
unipolar Amerika Serikat dan ini jelas dalam transformasi 
Shanghai baru-baru ini Persekutuan (Affairs, 2018). 

 

 

 

Gambar 2.4 Negara  negara Target Pengungsian 
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Source: usnews.com 

United Nations Humanitarian Aid Branch 
memperkirakan sekitar 7,6 juta pengungsi dari Suriah telah 
mengungsi secara internal sejak 2011, sementara 4,1 juta 
lainnya telah meninggalkan negara itu. Meskipun Presiden 
Barack Obama telah mengatakan dia ingin membuka 
perbatasan Amerika untuk sekitar 10.000 pengungsi Suriah di 
tahun depan, itu adalah penurunan total dibandingkan dengan 
jumlah pengungsi yang membutuhkan suaka. 

Risiko yang terkait dengan melintasi wilayah yang 
dilanda kekerasan dan melarikan diri ke negara asing sangat 
besar, tetapi bertahan di sekitar akan lebih berisiko. Laporan 
AS yang diterbitkan awal tahun 2015 menemukan bahwa 
210.000 orang telah tewas dan 840.000 lainnya terluka akibat 
perang sipil Suriah. Menurut laporan AS, total gabungannya 
sekitar 6 persen dari total populasi Suriah. 
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Laporan AS juga memperkirakan 80 persen warga 
Suriah pada tahun 2014 hidup dalam kemiskinan, sementara 
sekitar 30 persen hidup dalam kemiskinan tanpa kemampuan 
memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga 
mereka. Ekonomi Suriah menurun pada tingkat tahunan lebih 
dari 30 persen pada 2012 dan 2013 dan diproyeksikan telah 
menyusut sekitar 10 persen pada tahun 2014. 

 
Gambar 2.5 Jumlah Pengungsi Suriah di  

Negara Tetangga 
 

 
Source:United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs 
 

Berdasarkan data statistik di atas, dapat dilihat jumlah 
pengungsi Suriah ke negara  negara tetangganya semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. Negara penampung pengungsi 
dari Suriah terbanyak terhitung dari Desember 2011 sampai 
Februari 2015 adalah Turki dengan total pengungsi yang 
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ditampung lebih dari 1.500.000 jiwa dan diikuti Lebanon yang 
telah menampung hampir 1.200.000 jiwa per Februari 2015. 
Sementara negara tetangga Suriah yang menampung jumlah 
pengungsi terrendah adalah Mesir dengan total kurang dari 
200.000 jiwa per Februari 2015 (United Nations, 2015). 

The Stakeholders dalam Konflik Suriah bisa 
dikategorikan menjadi empat grup. 

 
Gambar 2.6 Peta Aliansi Konflik Suriah 

 

Source : dawn.com 

 

1. Rezim 
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Rezim ini diadu melawan banyak kelompok 
pemberontak dan Suriah dan asing jihadis. Hal ini 
didukung oleh hampir 300.000 tentara Angkatan Darat 
Suriah dan bersekutu pasukan  terutama memerangi 
pemberontak anti-rezim terbesar aliansi: Tentara 
Penaklukan. Presiden Assad berjanji tidak akan menyerah 
sampai dia merebut kembali seluruh negeri. Rejim ini juga 
memerangi Negara Islam, yang mana diusir dari kota Kuno 
Palmyra pada Maret 2016. Rezim ini juga masuk konflik 
dengan Kurdi Suriah yang bertujuan untuk membentuk 
Kurdistan merdeka dalam Timur Tengah. Angkatan darat 
juga didukung oleh 200.000 pasukan tidak teratur, terutama 
dari Kekuatan Pertahanan Nasional. Rejim ini juga 
memiliki dukungan sekitar 5000-8000 pasukan dari milisi 
Syiah yang kuat Hizbullah dan pejuang dari Iran, Irak dan 
Afghanistan. Rusia sangat mendukung rezim militer dan 
diplomatik. Ini telah didukung rezim melalui penyediaan 
dukungan udara (Khan, 2018). 

 
2. Oposisi 

 
Oposisi terutama terdiri dari pemberontak anti-

pemerintah (termasuk Kurdi) yang bertujuan untuk 
menggulingkan pemerintah. Aliansi anti-rezim terbesar, 
'The Army of Conquest', mengelompokkan faksi-faksi 
Islam seperti Ahrar al-Sham dan Faylaq Al- sham dengan 
jihadis seperti Fateh al-Sham Front, yang sebelumnya 
dikenal sebagai Al- Nusra Front (afiliasi Al-Qaeda). 
Awalnya, kelompok utama berkelahi melawan rezim 
adalah Tentara Suriah Gratis (FSA) tetapi sekarang telah 
melemah dan hancur. Ini dibentuk oleh para perwira 
Angkatan Bersenjata Suriah yang cacat (Khan, 2018). 
 

3. Foreign Powers 
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Kekuatan regional serta global juga menambahkan 
bahan bakar untuk api di Suriah. Setiap kekuatan asing 
sedang mengejar perang proksi di Suriah untuk 
kepentingannya sendiri yang sempit. Rusia memastikan 
bahwa Assad tidak digulingkan. Ini secara publik 
melakukan aerial pemogokan terhadap IS di Suriah sejak 
September 2015. Namun, dalam kenyataannya serangan itu 
ditujukan kepada para pemberontak dan telah membantu 
Assad untuk merebut kembali wilayah di beberapa 
provinsi. Rusia juga mencari kemenangan diplomatik 
dengan bersaing dengan AS untuk membentuk negosiasi 
antara pemberontak dan rezim. 

Telah diveto, bersama dengan China, beberapa 
resolusi DK PBB menyerukan tindakan terhadap rezim 
Assad di bawah Pasal 7 Piagam PBB. Motif Rusia adalah 
memperkuat basis kekuatannya di Timur Tengah melalui 
kemitraan dengan rezim Assad. Pembentukan aliansi baru: 
Rusia- Turki-Iran juga dapat dilihat muncul dari situasi 
Suriah. Aliansi menggeser keseimbangan kekuasaan 
terhadap Rusia (dibandingkan dengan AS) dan Syiah Iran 
(dibandingkan dengan Sunni Saudi) di Timur Tengah. 
Apalagi biaya dari aliansi akan dibayar oleh orang Turki. 
Rusia, Iran dan Turki tidak menginginkan formasi negara 
Kurdi independen. Dengan demikian, Putin menuai yang 
terbaik dari situasi Suriah. 

Amerika Serikat telah meminta Assad untuk mundur 
dan mendukung secara diam-diam pemberontak melawan 
rezim. Namun, hal ini terutama berfokus pada eliminasi IS 
ini memimpin koalisi sekitar enam puluh negara berperang 
melawan IS, Pasukan Demokrat Suriah. Juga, negara-
negara Barat lainnya mendukung pemberontak dan 
melawan IS secara bersamaan. Selanjutnya, Arab Saudi dan 
Qatar mendanai para pemberontak untuk alasan yang jelas 
sektarian. Mereka berjuang untuk formasi dari pemerintah 
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Sunni di Suriah. Di sisi lain, berusaha melindungi Assad 
memberikan dukungan keuangan dan militer. Motif Iran 
adalah pelestarian Rezim Syiah di Suriah serta memperkuat 
perannya sendiri di Dunia Arab. Namun, Posisi Turki di 
Suriah adalah yang paling kompleks dan paradoks 

  
4. Jihadis Islam 

 
Seperti bagian lain dari Timur Tengah, para Jihadis 

Islam juga dieksploitasi perang saudara Suriah untuk 
kepentingannya sendiri. Meskipun sejumlah besar 
kelompok jihadis terlibat dalam perang, tetapi itu adalah 
Negara Islam, Front Al-Nusra dan Hizbullah yang memiliki 
taruhan utama dalam perang. Seperti The Islamic State, 
Negara Islam telah di banyak wilayah Suriah karena 
kekosongan politik  yang diciptakan setelah Perang 
Saudara. Tujuan utamanya di Suriah adalah untuk 
memperluas "khilafah" yang diberitakan yang telah diukir 
di Suriah dan juga Irak. Negara Islam berperang melawan 
rezim serta oposisi dan di fakta, melawan orang lain. 
Tentara Suriah telah berperang melawannya di beberapa 
bagian negara dan mengusirnya dari kota kuno Palmyra 
pada bulan Maret 2016. Di sisi lain, IS juga berjuang 
melawan kelompok pemberontak dan bahkan saingan 
kelompok jihadis. Alasannya adalah bahwa IS menganggap 
semua orang sebagai musuh yang tidak ikrar kesetiaan 
kepada pemimpinnya Abu Bakr al-Baghdadi. Apalagi, 
tidak terbuka didukung oleh negara manapun tetapi 
dipegang secara luas bahwa Arab Saudi dan Qatar 
mendukungnya secara finansial (Aydin, 2012). 

Namun, sumber pendapatan utamanya berasal dari 
perpajakan dan sumber daya wilayah yang dipegangnya di 
Suriah dan Irak. Fokus utama Amerika Serikat di Suriah 
adalah pemberantasan IS dan apa adanya memimpin koalisi 



39 

 
 

anti-IS lebih dari 60 negara. The Kurpish YPG (People's 
Hafeez Ullah Khan dan Unit Perlindungan) adalah satu-
satunya mitra koalisi pimpinan AS yang memberikan yang 
sulit waktu ke Negara Islam karena kehadirannya di tanah. 
Sisanya anti-IS kampanye koalisi sebagian besar berbasis 
udara. Apalagi, Pasukan Demokrat Suriah (SDF), sebuah 
aliansi dari berbagai faksi, juga berjuang melawan IS. 
Demikian pula, Rusia, Turki dan Barat bersatu sejauh 
Negara Islam terkait. Robert Fisk meramalkan bahwa jika 
Negara Islam diusir dari Mosul (saat ini berada di bawah 
kendali IS), pejuangnya akan melarikan diri ke Suriah. 
Dengan demikian, Negara Islam adalah salah satunya 
penerima manfaat dari perang saudara (Aydin, 2012). 

Dibandingkan dengan IS, Fateh al-Sham terbukti 
sangat berbahaya. Sebelumnya disebut Front Al-Nusra dan 
merupakan afiliasi dari Al-Qaeda. Itu bersekutu dengan 
para pemberontak dalam perjuangannya melawan rezim. 
Namun, tujuan utamanya adalah penguatan organisasi di 
Suriah. Ini juga diadu melawan Rusia, Iran, Hizbullah dan 
Kurdi (AFP, 2016). The Fateh al-Sham memiliki strategi 
dua cabang  untuk membantu para pemberontak lainnya 
dalam menggulingkan Assad dan membangun Emirat Islam 
di Suriah.  

Strategi dua cabang ini tidak didukung secara terbuka 
oleh negara manapun tetapi didanai secara rahasia oleh 
Qatar. Terkadang aliansi dengan IS, terkadang berperang 
dengan itu, tergantung pada kepentingan kelompok. 
Namun, Fateh lebih musuh yang kuat untuk rezim Suriah 
dan Barat dibandingkan dengan IS karena itu memiliki 
lebih banyak orang Suriah di antara jajarannya daripada IS. 
Mereka terbukti menjadi lebih tangguh dan taktis 
berpikiran dari militan Negara Islam (Fisk, 2016).  Pada 
Juli 2016, mereka menimbulkan korban besar pada pasukan 
Garda Revolusi Iran dan lainnya (Sekutu Afghanistan dan 
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Irak) yang berjuang bersama mereka di distrik 'rif' pedesaan 
selatan Aleppo (Pollak, 2016). 

Hizbullah adalah Syiah, kelompok militan Islamis dan 
partai politik yang berbasis di Lebanon. Ini membela Assad 
dalam perang jelas karena alasan sektarian. Memiliki 
berjuang melawan para pemberontak, IS dan Front Al-
Nusra. Ini telah terbukti berhasil dalam pengambilan di 
banyak wilayah untuk rezim. Dengan demikian, Jihadis 
Islam memang memiliki andil besar dalam perang. 
Singkatnya, semua pemangku kepentingan ini telah 
menciptakan, dalam kata-kata Hobbes, 'perang melawan 
semua,' di Suriah. Sayangnya, penderita terburuk adalah 
Orang Suriah yang tidak memiliki pendukung atau pun 
penolong. Semua yang mereka miliki adalah kesengsaraan, 
kematian, kelaparan dan keputusasaan. Sekarang mari kita 
memahami posisi masing-masing pesta saat ini (Pollak, 
2016). 

Dalam konflik Suriah yang terus bergejolak tentunya 
ada beberapa upaya yang dilkukan agar terciptanya 
perdamaian di Suriah, yaitu: 

1. Arab League I and II (November, 2011- January, 
2012) 

2. (April 14, 2012- 
March 27, 2012) 

3. Geneva I (June 30, 2012) 
4. Cairo I (July 2, 2012- July 3, 2012) 
5. Geneva II (January 22, 2014- February 15, 2014) 
6. Cairo II (January 22, 2015- January 24, 2015) 
7. Moscow I (January 26, 2015- January 29, 2015) 
8. Moscow II (April 6, 2015- April 10, 2015) 
9. Astana Conference (May 25, 2015- May 27, 

2015) 
10. Vienna I (Ocotber 30, 2015) 
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11. Vienna II (November 14, 2015) 
12. Riyadh Conference (December 9, 2015- 

December 10, 2015) 
13. Munich Conference (February 11, 2016- 

February 12, 2016) 
14. Inter-Syrian Geneva Talks 2016 

Jika tidak masuk ke rincian setiap upaya perdamaian, 
bagian ini akan fokus gambaran keseluruhan proses 
perdamaian, termasuk hambatan untuk proses perdamaian. 
Proses perdamaian saat ini yang dipimpin oleh utusan PBB 
ke Suriah, Staffan de Mistura, dimulai 29 Januari 2016 di 
Jenewa. Namun, proses ini juga terhenti saat ini. Titik 
utama perselisihan antara rezim dan oposisi adalah nasib 

-
 sedangkan oposisi menolak 

kesepakatan damai apa pun yang membuat Assad berkuasa. 
Assad belum didukung oleh Rusia, dia pasti sudah dicopot 
sejak dulu. Ini adalah Rusia dan Cina yang telah berulang 
kali memveto resolusi DK PBB yang menyerukan tindakan 
terhadap Pemerintah Suriah di bawah Bab 7 dari Piagam 
PBB (Fabbe, 2017). 

Salah satu rintangan terbesar adalah dukungan yang 
diberikan oleh kekuatan asing kepada para pemangku 
kepentingan. Sebagai gantinya kekuatan regional seperti 
Iran, Arab Saudi dan Turki serta kekuatan global termasuk 
AS dan Rusia harus sampai pada konsensus tentang 
masalah Suriah. Pertama-tama, semua kekuatan asing harus 
berhenti mengobarkan konflik dan mendesaknya 'klien' 
lokal untuk datang ke meja perundingan dan tidak pergi 
sampai ada beberapa konsensus tentang perdamaian. 
Kedua, semua kekuatan asing harus memaksa rezim dan 
oposisi untuk membuat kompromi (serta AS dan Barat) 
(Fabbe, 2017). 
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1. Pembantain di Idlib Suriah 

Angkatan bersenjata Suriah didukung sekutu 
Iran dan Rusia menyiapkan serangan besar untuk 
mengambil alih kembali benteng terkuat pemberontak 
di Provinsi Idlib. Gempuran jet tempur dan kekuatan 
darat, dapat mengakhiri perang yang berlangsung 
tujuh tahun. Namun resiko bencana kemanusiaan 
akibat konflik berdarah ini sangat tinggi. Bombardir 
yang dilancarkan pasukan Suriah mengakibatkan 
sekitar tiga juta penduduk sipil terperangkap di Idlib 
bersama dengan puluhan ribu pemberontak, termasuk 
militan garis keras (Aminuddin, 2018). 

Konflik yang terjadi di Suriah telah 
mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, 
pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan yang 
paling besar dalam sejarah Suriah sepanjang abad ke-
21 ini, yang mengakibatkan 312.000 lebih orang 
terbunuh dan 90.000 dari mereka merupakan warga 
sipil dan termasuk 16.000 anak menurut kelompok 
pemantau observatorium Suriah untuk hak asasi 
manusia (Antaranews, 2016).Pada September 2018, 
Rusia yang menjadi sekutu rezim Assad melanjutkan 
serangan ke Idlib Suriah dan hal ini menjadi indikasi 
bahwa akan terjadi lagi serangan yang besar ke Idlib 
dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam 
dan memperingatkan bahwa hal tersebut akan menjadi 
pembantain terbesar di abad 21 (Firmansyah, 2018). 

 
2. Keterlibatan Turki Dalam Konflik Suriah 

Turki menyerukan untuk mengundurkan diri 

dari Assad di fase awal perang sipil. Selama periode 
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itu, pihaknya memihak pemberontak dan juga 

membantu dalam persatuan melawan IS. Ini juga 

dengan keras menentang pembentukan wilayah 

independen Turki yang dapat menjadi awal tuntutan 

Kurdi untuk wilayah Kurdi di Turki juga. namun, pada 

24 November 2015, Turki menembak jatuh seorang 

Rusia jet. Ini membuat perburuan Turki terhadap suku 

Kurdi sulit (Khan, 2018). 

 Erdogan segera terbang ke Moskow dan 

memperbaiki hubungan. Perjanjian implisit dibuat, 

Rusia akan memungkinkan Turki untuk berburu Kurdi 

dan Turki sebagai imbalannya, mengurangi dukungan 

retorika (Dawn, 2016). Sekarang Erdogan mampu 

menargetkan Kurdi dengan kemudahan komparatif. 

Pasukan Turki membuat serbuan ke Turki - dengan 

Rusiapersetujuan implisit- pada bulan Agustus tahun 

ini untuk melawan IS dan pro Milisi Kurdi Amerika, 

YPG. Dalam kata-kata Robert 

menempati di Jarabulus selama berbulan-bulan dan itu 

adalah kemajuan Kurdi bersenjata, Amerika Milisi 

YPG di sepanjang perbatasan Turki menuju Jarabulus 

yang mengkhawatirkan  Erdogan (Khan, 2018).  

Turki menganggap YPG dan IS sama dengan 

tipe teroris dan diduga bahwa YPG memiliki 

hubungan dengan PKK atau Pekerja Kurdistan. PKK 

sedang diburu oleh Erdogan di Turki karena meraka 

anti akan kegiatan negara, PKK bertujuan untuk 

pembentukan daerah Kurdi, Turki yang sangat 

menentang Erdogan. Faktanya adalah bahwa tidak ada 
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yang ingin Turki negara kecil Kurdi di perbatasan 

mereka atau rezim Suriah tidak ingin kehilangan 

wilayah apa pun ke Kurdi (Oktav, 2018). 

Dukungan vokal Turki untuk demokratisasi 
dalam konteks Musim Semi Arab membawa 
kontradiksi-kontradiksi terkait geopolitik antara 
preferensi Turki dan Barat ke depan. Musim Semi 
Arab memberikan kesempatan bagi Turki untuk 
menegaskan kembali sendiri sebagai sebuah 
pemerintahan mayoritas Muslim yang demokratis 
baru-baru ini dengan ambisi untuk mengerahkan 
demokratisasi pengaruh di Timur Tengah.10 Ini sangat 
penting karena paradoks yang diuraikan di bagian 
sebelumnya (Aktürk, 2017). 

Pemerintah AKP Turki mengidentifikasi diri 
sebagai aktor demokratisasi di Turki, namun beberapa 
anggota Uni Eropa negara-negara memiliki kecurigaan 
tentang kredibilitas demokratis Turki, paling tidak 
karena ambivalensi dan kegelisahan mereka tentang 
akomodasi agama Islam praktek sebagai bagian dari 
pemerintahan yang demokratis. Singkatnya, ada 
empiris dan perselisihan teoritis antara beberapa 
negara anggota Uni Eropa dan Turki tentang makna 
demokrasi dan demokratisasi karena berkaitan dengan 
kebebasan beragama. Muslim arus utama (Sunni) di 
Timur Tengah ketidaksepakatan ini menjelaskan 
mengapa Turki secara bertahap menjadi pendukung 
paling vokal dari revolusi melawan pemimpin otoriter 
sebagai bagian dari Musim Semi Arab, sedangkan 
banyak negara anggota UE mempertahankan posisi 
ambivalen, kadang-kadang bahkan secara terbuka 
mendukung militer kediktatoran (Aktürk, 2017). 
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Sejak terjadinya peristiwa Arab Spring di Timur 
Tengah telah membuat hubungan Turki dan Suriah 
berubah. Pada saat awal terjadinya pemberontakan di 
Suriah, hubungan kedua negara masih dalam keadaan 
baik dan Suriah masih menganggap Turki sebagai 
negara sahabat namun Turki berusaha menekan rezim 
Assad yang bertujuan untuk memperkenalkan 
reformasi. Rezim assad tidak menghiraukan tekanan 
yang di berikan oleh Turki dan tetap saja 
membentengi diri (Rendra, 2018). 

Menteri luar negeri Turki Ahmed Davutoglu 
telah melakukan upaya agar Presiden Assad 
melakukan reformasi. Erdogan juga mengatakan 
bahwa krisis di Suriah telah menjadi masalah internal 
Turki dan pada tahun 2011 Erdogan meminta Assad 
untuk dari jabatannya sebagai Presiden Suriah namun 
Assad menolak penawaran reformasi demokrasi oleh 
Turki dan sikap Turki terhadap rezim Assad menjadi 
semakin kritis (Tur O. , 2013). 

Pada bulan November 2011 Turki memberikan 
sanksi kepada Suriah yaitu dengan melakukan restriksi 
terhadap penggunaan wilayah udara Turki untuk 
pesawat yang membawa peralatan militer menuju 
Suriah. Turki tidak akan mencabut sanksi tersebut 
sampai adanya pemerintahan yang sah di Suriah. 
Sanksi tersebut juga membuat pemutusan hubungan 
Turki dengan Bank Sentral Suriah, namun sanksi 
tersebut tidak berlaku pada warga sipil Suriah (BBC, 
2011). 

Keterlibatan Turki dalam konflik Suriah terus 
berlanjut hingga tahun 2018 yang membuat Turki 
ingin menggulingkan rezim Assad saat terjadinya 
rencanya penyerangan ke Provinsi Idlib Suriah yang 
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telah menjadi provinsi terakhir dan benteng terakhir 
bagi warga sipil Suriah di Idlib. Rezim Assad ingin 
melakukan perang terhadap para pemberontak yang 
berada di Idlib namun itu akan membuat warga sipil 
Suriah menjadi korban dan Turki mengecam rezim 
Assad atas apa yang di rencanakannya (Maulana, 
2018). 

 
3. Dampak Konflik Terhadap Suriah 

Konflik telah membawa kehancuran yang                                                         

serius bagi Suriah, yang pertama telah mengakibatkan 

angka kematian tinggi dan kehancuran kota, menurut 

Syrian Observatory for Human Rights, pada 13 

Desember 2016 terdapat 312.000 jiwa yang terbunuh. 

Total Deaths  312,000 

Civilians  90,506 

Syrian Army Soldiers  60,309 

Women  10,540 

Children  15,948 

Hezbollah Fighters  1,387 

Pro Regime Militias  5,330 
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Islamic Jihadists  54,941 

 

Konflik yang terjadi di Suriah telah 
mengakibatkan kehancuran yang berdampak besar 
bagi Suriah baik dalam infrastruktur, ekonomi dan 
lainnya. Konflik menyebabkan kehancuran 
infrastukstur fisik di Suriah, kota-kota seperti Allepo, 
Damaskus, Homs dan beberapa kota kecil lainnya. 
Beberapa kota di Suriah telah menjadi medan tempur 
yang telah merugikan warga Suriah dan kerusakan di 
seluruh sistem perkotaan dan kehancuran yang terkait 
dengan layanan publik. Berikut peta titik kehancuran 
akibat konflik: 

 

Gambar 2.7 Wilayah Suriah yang  
Mengalami Kehancuran 

 
Source: BBC.com 
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Dalam acara United Nation's Economic and 
Social Commission for Western Asia (ESCWA) di 
Lebanon yang dihadiri oleh 50 ahli Suriah, kerugian 
yang di capai akibat konflik tersebut mencapai 400 
miliar dollar AS dan volume penghancuran dalam 
modal fisik dan distribusi sektoral di diperkirakan 
mencapai lebih dari 388 miliar dolar AS. 
Perekonomian Suriah menyusut 35% hampir 40% 
GDP Suriah hilang sedangkan angka pengangguran 
Suriah menigkat menjadi 2,5 juta dari 500.000 orang 
sebelum perang, angka tersebut dihitung sejak maret 
2011 (Hardoko, 2013). 

Konflik Suriah memberikan efek yang besar 
bagi Suriah termasuk bagi warna negara Suriah, lebih 
dari 11 juta jiwa terbunuh. PBB memprediksi 4,7 juta 
tercatat sebagai pengungsi pada akhir tahun 2011. 
Setiap tahun angka pengungsi terus bertambah pada 
tahun 2012 ada 100.000 jiwa yang tercatat, pada april 
2013 ada 800.000 jiwa tercatat dan itu dua kali lipat 
menjadi 1,6 juta dalam waktu kurang dari empat bulan 
dan ini telah membuat warga negara Suriah menjadi 
pengungsi terbesar di dunia di bawah mandat PBB. Ini 
merupakan efek jangka panjang dari konflik Suriah 
yang menyebabkan "lost generation" karena dalam 
angka tersebut terdapat ada lebih dari 3 juta anak yang 
menjadi korban (V., 2016). 

 

Gambar 2.8 Wilayah Pengungsian Suriah 
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Source: UNHCR 
 

4. Dampak konflik Terhadap Perekonomian 
Turki 

Konflik yang terjadi di Suriah telah memberi 
dampak bagi Turki khususnya dalam bidang ekonomi. 
Saat pertama kali warga Suriah memasuki perbatasan 
Suriah-Turki di kota Reyhanli di Provinsi Hatay Turki, 
warga kota tersebut menerima pengungsi Suriah dan 
ribuan pengungsi yang memasuki wilayah tersebut 
menguntungkan perekonomian lokal wilayah tersebut 
dikarenakan para pengungsi mempunyai uang sewa 
properti, uang makan. Pada tahun awal tentunya itu 
memberi dampak yang positif terhadap perekonomian 
lokal namun tujuh tahun setelah konflik berlanjut, 
perekonomian lokal terbilang menyusut ditambah lagi 
krisis mata uang yang berlangsung di Turki yang kian 
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memburuk Krisis mata uang Turki menurun sebanyak 
40%  sejak awal tahun 2018 (Petkova, 2018). 

Gambar 2.9 Nilai Mata Uang Turki  

terhadap US Dollar 

 
Source: Bloomberg 

Konflik juga menyebabkan terganggunya 
perdagangan Turki dan Suriah dan beberapa negara 
Arab lainnya. Aktivitas inpor dan ekspor Turki dan 
Suriah juga menurun setelah terjadinya krisis di 
Suriah, pada tahun 2010 total jumlah ekspor Turki 
terhadap Suriah sebesar USD 1.844.605 dan pada 
tahun 2011 menurun menjadi USD 1.609.861. 
penurunan yang tajam juga terjadi pada tahun 2012 
yaitu berjumlah USD 497.960. impor Turki terhadap 
Suriah juga mengalami hal yang sama pada tahun 
2010 yang berjumlah USD 452.493 dan mengalami 
penurunan pada tahun selanjutnya sebanyak USD 
336,646 lalu pada 2012 terjadi penurunan sebesar 
USD 67,448 (Turkish Statistical Institute). 
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Gelombang pengungsi Suriah mempengaruhi 
ekonomi dan masyarakat Turki melalui empat saluran. 
Saluran pertama adalah melalui keuangan publik. 
Sejak 2011, Turki telah memberikan bantuan kepada 
pengungsi Suriah di bawah perlindungan sementara, 
sebesar 1% dari PDB. Kedua, pengungsi Suriah telah 
menjadi seorang aktor ekonomi di Turki tidak hanya 
dengan keputusan pasokan tenaga kerja mereka, tetapi 
juga dengan mereka keterampilan kewirausahaan. 
Sebanyak 1599 perusahaan baru didirikan pada tahun 
2015, dari hanya 157 pada tahun 2012. Pangsa 
perusahaan Suriah dalam total kemitraan asing 
mencapai 26 persen pada tahun 2015 
2017). 

Ketiga, gelombang pengungsi Suriah akan 
mempengaruhi struktur usia penduduk Turki dengan 
efek yang berpotensi penting pada jendela peluang 
demografi Turki. Jendela demografis peluang 
mengacu pada periode waktu ketika populasi usia 
kerja di suatu negara besar ketik dibandingkan dengan 
populasi tergantung yang perlu didukung. Ini biasanya 
terjadi saat kesuburan tingkat penurunan sebagai suatu 
negara berkembang tetapi populasi lansia masih tidak 
terlalu besar. Ini diakui sebagai periode waktu ketika 
pertumbuhan yang signifikan dapat dicapai. Jendela 
demografi Turki peluang dimulai pada 2010 dan 
diperkirakan akan ditutup pada 2030 
2017). 

Dampak dari pengungsi Suriah di pasar kerja 
regional Turki sangat kompleks, multi-faceted, dan 
berkembang. Permintaan mereka untuk barang dan 
jasa, atau peningkatan permintaan barang dan jasa 
diperlukan untuk perawatan mereka juga cenderung 
mempengaruhi pasar tenaga kerja formal dan informal. 
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Baru-baru ini akses ke pasar tenaga kerja formal 
cenderung berdampak ketika jumlahnya semakin 
besar, karena mereka diharapkan untuk melakukannya 
dalam jangka menengah . 

Jika cukup banyak pengungsi Suriah bisa 
diintegrasikan ke pasar tenaga kerja formal, ini pada 
gilirannya akan menghasilkan permintaan tambahan. 
Selanjutnya, migrasi internal ke daerah-daerah yang 
paling terpengaruh oleh pengungsi Suriah telah 
berevolusi. Migrasi bisa menjadi pengaruh positif 
dalam jangka panjang. Namun, ekonomi Turki saat ini 
tidak cukup kuat untuk menyerap peningkatan tenaga 
kerja. Selanjutnya diberikan Ketidakstabilan politik 
Turki saat ini dan keadaan ekonomi Turki, prospek 
tenaga kerja pasar di Turki cukup suram, dengan atau 
tanpa pengungsi Suriah  

Populasi Suriah sekarang lebih tersebar secara 
geografis, tetapi masih banyak yang berada di dekat 
perbatasan. Daerah-daerah ini bisa dibilang lebih 
terpengaruh oleh konflik di seberang perbatasan 
daripada pengungsi Suriah yang mereka tuju. Dengan 
ini keterbatasan dalam pikiran, temuan dalam makalah 
ini menunjukkan bahwa pengungsi Suriah telah 
terpengaruh pengangguran dan pekerjaan di sektor 
informal . 

 

Gambar 2.10  
Economy Challange 
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Source: crisisgroup.org 

Perang sipil Suriah telah membawa Turki ke arus 
pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan 
total lebih dari 3,2 juta sejak awal krisis. Sementara reaksi 
kurang serius dari yang diantisipasi, kekerasan terhadap 
pengungsi dan pencari suaka meningkat dan integrasi 
Suriah ke dalam masyarakat Turki masih sangat terbatas. 
laporan peringatan dini untuk pembuat kebijakan Eropa, 
Crisis Group mendesak Uni Eropa dan negara-negara 
anggotanya untuk mendukung integrasi pengungsi Suriah 
untuk meredakan risiko konfrontasi antar-komunal yang 
memburuk (Group, 2017) 

Turki telah menangani arus masuk pengungsi dengan 
sangat lancar. Reaksi yang disebabkan oleh penyerapan 
Turki terhadap sekitar 3,2 juta warga Suriah, yang tiba 
secara bertahap sejak 2011, telah jauh kurang serius 
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daripada yang diantisipasi dan arus pengungsi ke Uni 
Eropa telah berkurang secara substansial. Namun masalah 
pengungsi Suriah di Turki masih jauh dari penyelesaian. 
Khususnya, kebencian sosial dan permusuhan terhadap 
warga Suriah telah meningkat, terutama di distrik-distrik 
pinggiran kota Istanbul, Ankara dan Izmir, yang memiliki 
konsentrasi pengungsi yang tinggi (Group, 2017). 

Kekerasan yang mempengaruhi pengungsi dan 
pencari suaka, menurut Kantor Komisaris Tinggi untuk 
Pengungsi tumbuh nyata pada tahun 2017  dan paling 
banyak terjadi di lingkungan yang menawarkan perumahan 
murah dan pekerjaan berketerampilan rendah. Ini telah 
menarik sejumlah besar pengungsi Suriah, pada gilirannya 
meningkatkan biaya perumahan dan mengurangi komunitas 
tuan rumah dari peluang kerja.  

Risiko ledakan kekerasan semakin diperparah di 
mana perbedaan etnis tumpang tindih dengan ketegangan 
ekonomi. Ini adalah kasus khususnya dari komunitas tuan 
rumah Kurdi, beberapa anggotanya sudah merasa 
terpinggirkan secara politis, membenci bahwa lembaga-
lembaga publik seperti rumah sakit dan kotamadya 
menawarkan layanan terjemahan bahasa Arab dan marah 
karena pihak berwenang pusat berusaha untuk 
mengakomodasi keinginan orang tua Suriah untuk 
berbahasa Arab (Group, 2017). 

 Kursus bahasa di sekolah-sekolah bahkan ketika 
tuntutan lama mereka tentang bahasa Kurdi tetap tidak 
tertangani. Mereka juga menemukan pekerjaan di sektor 
informal berketerampilan rendah yang terancam oleh 
masuknya pengungsi Suriah. (Perekonomian informal, di 
mana persaingan antara tuan rumah dan komunitas 
pengungsi cenderung terjadi, merupakan rata-rata 34 persen 
ekonomi menurut statistik Turki dan Bank Dunia). 
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Ankara juga menghadapi masalah besar dalam upaya 

untuk mengintegrasikan sekitar 1 juta anak-anak usia 

sekolah Suriah ke dalam sistem pendidikan yang sudah 

tegang. Tantangannya bukan hanya untuk memastikan 

anak-anak Suriah dapat mendaftar tetapi juga untuk 

mengatasi kemarahan komunitas tuan rumah atas 

pemadaman berlebihan sistem sekolah lokal. (Menurut 

laporan baru-baru ini oleh Prakarsa Reformasi Pendidikan, 

sekitar 77.000 ruang kelas tambahan, dan 70.000 guru baru 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

pengungsi lokal dan Suriah).  

Situasi semakin serius mengikuti keputusan 

pemerintah untuk mengakhiri kedua pusat pendidikan 

sementara (TEC) yang pada dasarnya menyediakan sistem 

sekolah bahasa Arab paralel untuk Suriah dan untuk 

menutup sekolah-sekolah yang dikelola LSM bagi warga 

Suriah. Mengintegrasikan anak-anak Suriah ke sekolah-

sekolah umum Turki adalah pendekatan kebijakan yang 

tepat dalam jangka panjang (Coffey, 2018). 

 Tetapi hal itu menimbulkan ketegangan mengingat 

kurangnya infrastruktur dan kapasitas guru. Didanai oleh 

Fasilitas Uni Eropa untuk Pengungsi di Turki, Bank Dunia, 

Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) dan Bank Pembangunan 

(KfW) secara khusus telah bekerja sama dengan otoritas 

Turki untuk membangun sekolah baru dan melatih para 

guru untuk mendukung transisi dari pusat pendidikan 

sementara, tetapi implementasinya telah tertinggal. 

Beberapa sekolah menempatkan anak-anak Suriah ke 

dalam ruang kelas yang terpisah, sehingga mengalahkan 
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tujuan mengintegrasikan Suriah ke sekolah-sekolah umum 

Turki (Affairs, 2018). 


